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ABSTRAK

Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) telah menjadi pilar utama dalam pembangunan
ekonomi nasional dengan perannya sebagai salah satu alternatif untuk membuka lapangan kerja
baru dan demikian pemerintah pusat maupun daerah termasuk Kecamatan Cibarusah
berkewajiban untuk melakukan pemberdayaan pelaku UMKM. Tujuan dilakukannya penelitian
adalah untuk menganalisis pemberdayaan pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah di
Kecamatan Cibarusah. Metode yang dilakukan adalah metode kualitatif dengan pendekatan
deskriptif dan menggunakan teknik triangulasi yaitu observasi, wawancara semi terstruktur dan
dokumentasi untuk pengumpulan datanya. Analisis data dilakukan menggunakan reduksi,
penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemberdayaan
pelaku UMKM oleh Pemerintah Kecamatan Cibarusah secara umum sudah berjalan cukup baik
sehingga penulis merekomendasikan kepada Pemerintah Kecamatan Cibarusah untuk
menyediakan strategi alternatif dalam melaksanakan pelatihan dan sosialisasi serta hendaknya
menyusun regulasi sederhana yang berkaitan dengan ketertiban lingkungan usaha yang
kondusif.

Kata Kunci: Pelaku Usaha, Pemberdayaan, UMKM

ABSTRACT

Micro, Small, and Medium Enterprises (MSMEs) have become a key pillar of national economic
development, serving as an alternative means of creating new jobs; therefore, both the central
and local governments—including Cibarusah Subdistrict—have a responsibility to empower
MSME operators. The purpose of this study is to analyze the empowerment of Micro, Small,
and Medium Enterprise operators in Cibarusah Subdistrict. The method used was a qualitative
method with a descriptive approach, employing triangulation techniques—namely, observation,
semi-structured interviews, and documentation—for data collection. Data analysis was
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conducted through data reduction, data presentation, and drawing conclusions. The results of
this study indicate that the Cibarusah Subdistrict Governments efforts to empower MSME
operators have generally been quite successful; therefore, the author recommends that the
Cibarusah Subdistrict Government develop alternative strategies for conducting training and
outreach programs and draft simple regulations to ensure a conducive business environment.

Keywords: Business Users, Empowerment, MSMEs

PENDAHULUAN

Pemberdayaan merupakan salah
satu upaya untuk membentuk masyarakat
yang mandiri dan sejahtera dengan cara
meningkatkan wawasan dan keterampilan
serta  perilaku  masyarakat  dalam
memaksimalkan sumber daya yang dimiliki
(Pakpahan et al, 2024). Selanjutnya
menurut Bustami (2015) pemberdayaan
UMKM  merupakan sebuah  konsep
pembangunan ekonomi yang berfokus pada
masyarakat menengah kebawah atau
golongan ekonomi lemah sebagai pelaku
utama yang bertujuan sebagai penguat
pondasi perekonomian. Berdasarkan data
Badan Pusat Statistik (BPS) ((Badan Pusat
Statistik, 2023; BPS, 2025) disebutkan
bahwa jumlah wusaha mikro mencapai
4.10.397 unit dan untuk usaha kecil adalah
306.046  unit

Keberadaan UMKM telah memberikan

diseluruh  Indonesia.
dampak yang baik sebagai salah satu
alternatif penyediaan lapangan kerja baru
sesuai dengan pendapat dari Badan
Perencanaan ~ Pembangunan  Nasional
(Bappenas) yang menyatakan bahwa
UMKM di Indonesia berperan untuk
memperluas peluang pekerjaan serta

menyerap tenaga kerja serta membentuk

Produk Domestik Bruto (PDB) dan sebagai
jaring pengaman ekonomi terutama bagi
rendah.

masyarakat berpendapatan

Pemerintah wajib melakukan
pemberdayaan terhadap pelaku Usaha
Mikro  Kecil Menengah (UMKM)
sebagaimana dijelaskan dalam Undang-
Undang Nomor 20 Tahun 2008 Tentang
Usaha Mikro Kecil Menengah bahwa,
pemerintah baik pusat maupun daerah
memiliki peran yang besar dalam
menciptakan kondisi usaha yang kondusif,
memberikan fasilitasi dan menyediakan
dukungan kelembagaan serta keuangan agar
UMKM bisa berkembang dengan lebih
optimal.

Salah satu pemberdayaan UMKM
yang ditujukkan oleh Pemerintah Daerah
adalah sebagaimana yang dilakukan oleh
Kecamatan Cibarusah, Kabupaten Bekasi,
Provinsi Jawa Barat. Berdasarkan hasil
wawancara penulis kepada Kepala Seksi
Ekonomi

Pembangunan, terdapat

permasalahan dalam melakukan
pemberdayaan UMKM di Kecamatan
Cibarusah  yaitu tentang kurangnya
pelatihan bagi para pelaku UMKM yang
disebabkan oleh minimnya anggaran yang

berasal dari Pemerintah Kabupaten. Kepala
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Seksi Ekonomi Pembangunan menyatakan
bahwa, terdapat anggaran  sebesar
Rp59.196.816,00 yang ditujukan untuk
pemberdayaan masyarakat bidang UMKM
dan pertanian. Namun, tidak ada anggaran
yang secara spesifik ditujukan untuk
melakukan pelatihan pelaku Usaha Mikro
Kecil dan Menengah (UMKM).

Penelitian tentang pemberdayaan
UMKM cukup banyak dibahas pada
penelitian-penelitian sebelumnya. Bahri et
al. (Bahri et al., 2019) berpendapat bahwa
UMKM merupakan salah satu pilar utama
untuk perekonomian Indonesia berwawasan
kemandirian yang memiliki potensi besar
untuk meningkatkan kesejahteraan. Sejalan
dengan Habiburahman et al. (2019) yang
berpendapat bahwa strategi pemberdayaan
dan  pengembangan UMKM  dapat
dilakukan oleh para pelaku usaha maupun
pemerintah dengan mempertimbangkan
beberapa faktor yang memengaruhinya
seperti  manajemen, keuangan  atau
pendanaan, pemasaran, sumber daya
manusia, teknologi, produk, infrastruktur,
lembaga pendukung, serta lingkungan
pemerintahan.

Merujuk pada hasil penelitian
sebelumnya diketahui bahwa perbedaan
penelitian ini terdapat pada teori analisis
yang digunakan. Penelitian ini
menggunakan teori pemberdayaan

masyarakat dari (Mardikanto & Soebianto,
2019) yang mengatakan bahwa lingkup

kegiatan pemberdayaan masyarakat terdiri
dari empat pokok utama yaitu bina manusia,
bina usaha, bina lingkungan, dan bina
Kemudian,

kelembangaan. penelitian

tentang  pemberdayaan UMKM  di
Kecamatan Cibarusah belum pernah
dilakukan sebelumnya. Oleh karena itu,
tujuan penelitian ini untuk menganalisis
pemberdayaan pelaku Usaha Mikro Kecil
dan Menengah (UMKM) di Kecamatan
Cibarusah, Kabupaten Bekasi, Provinsi
Jawa Barat. Kebaruan penelitian ini terletak
pada pengaplikasian kerangka
komprehensif empat pilar pemberdayaan
secara simultan pada sektor UMKM di

Kawasan penyangga industry Cibarusah

memberikan perspektif baru yang spesifik.

KAJIAN TEORI

Mardikanto & Soebiato (2019) yang
mengatakan bahwa lingkup kegiatan
pemberdayaan masyarakat terdiri dari
empat pokok utama yaitu bina manusia,
bina usaha, bina lingkungan, dan bina
kelembangaan. Bina manusia menganalisis
terkait pengembangan kapasitas sumber
daya manusia yaitu pelaku usaha yang
terlibat. Bina usaha berkaitan dengan proses
dari awal hingga akhir yang dapat
dilakukan oleh pelaku wusaha untuk
meningkatkan ~ pendapatannya. Bina
lingkungan berkaitan dengan proses
pemeliharaan lingkungan yang tetap perlu

dilakukan agar lingkungan tetap lestari dan
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tidak memperoleh dampak yang buruk bagi
kesehatan  masyarakat sekitar. Bina
kelembagaan berkaitan dengan penguatan

wadah kelompok pelaku UMKM.

METODE

Metode yang penulis gunakan untuk
melakukan penelitian ini adalah kualitatif
dengan pendekatan deskriptif. Creswell
(Creswell, 2013) menjelaskan bahwa
penelitian kualitatif dapat dilakukan dengan
cara menyelidiki dan memahami temuan
perorangan atau kelompok dari masalah
sosial atau psikologis yang prosesnya
melibatkan  semua  gejala.  Penulis
melakukan penelitian pada bulan November
2025 dengan memilih informan yang
dianggap menguasai dan memahami
tentang objek yang akan diteliti. Jumlah
informan penelitian adalah sepuluh orang
yang terdiri dari aparatur pemerintah
kecamatan dan masyarakat pelaku UMKM.
Kriteria penentuan informan dilakukan
secara purposif. Informan dari Pemerintah
Kecamatan Cibarusah meliputi Kepala
Seksi Ekonomi Pembangunan dan Staff
Pelaksana Ekonomi Pembangunan serta
Ketua Forum UMKM. Dilanjut kembali
pada bulan Desember 2025 kepada para
Pelaku UMKM diantaranya lima pelaku
usaha bidang kuliner dan dua bidang
fashion serta satu pelaku usaha pada bidang

kerajinan. Adapun teknik pengumpulan data

yang dilakukan menggunakan teknik
kombinasi (triangulasi) yang terdiri dari
wawancara dan observasi serta
dokumentasi, sedangkan analisis data
dilakukan melalui reduksi data kemudian

penyajian data dan penarikan kesimpulan.

HASIL DAN PEMBAHASAN
Pemberdayaan pelaku UMKM
dilakukan oleh Pemerintah Kecamatan
Cibarusah, dan berikut adalah hasil
penelitian yang diperoleh selama berada di
lapangan mengacu pada teori (Mardikanto

& Soebianto, 2019).

1. Bina Manusia
Bina manusia yakni pemerintah
Kecamatan Cibarusah melakukan upaya
untuk meningkatkan kualitas SDM pelaku
usaha dengan cara sebagai berikut.
a. Pelatihan
Larasati (2018) menyatakan bahwa
pelatihan merupakan salah satu upaya
yang dapat dilakukan guna
meningkatkan skill dan knowledge
seorang pekerja untuk menerapkan
aktivitas kerja tertentu. Hasil penelitian
yang penulis dapatkan dari kegiatan
wawancara kepada Bapak W. M selaku
Kepala Seksi Ekonomi Pembangunan di
Kantor Kecamatan Cibarusah
menyatakan bahwa anggaran untuk
bidang UMKM menyatu dengan bidang
Kondisi

pertanian. tersebut
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menyebabkan pihak kecamatan belum
dapat menyelenggarakan pelatihan
secara khusus bagi pelaku UMKM
akibat belum adanya alokasi anggaran
yang memadai. Meskipun demikian,
pihak kecamatan tetap menyambut baik
dan memberikan dukungan penuh
kegiatan pemberdayaan karena UMKM
dinilai sebagai salah satu pilar penting
dalam menggerakkan ekonomi nasional.

Senada dengan hal tersebut, Ketua
Forum UMKM Kecamatan Cibarusah,
Ibu S. pun menjelaskan bahwa kegiatan
pelatthan  rutin  yang  biasanya
diselenggarakan satu tahun sekali kini
menghadapi kendala akibat adanya
efisiensi anggaran. Mengingat minimnya
dana yang bersumber dari Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara (APBN)
melalui dinas terkait, pihak forum dan
kecamatan berupaya menjalin
kerjasama. Kerjasama tersebut
dilakukan melalui program Corporate
Social Responsibility (CSR) baik dari
perbankan seperti Bank Mandiri dan
Bank BJB maupun dari perusahaan besar
yang berlokasi di kawasan industri
Bekasi.

Penulis  menyimpulkan  bahwa
Pemerintah ~ Kecamatan  Cibarusah
sebenarnya rutin melakukan pelatihan
satu tahun sekali dan pelaku UMKM
yang diberdayakan pun berasal dari
berbagai kelompok yaitu otodidak

sampai anggota profesional. Seluruh
pelaku UMKM memiliki kesempatan
yang sama dan tidak ada mekanisme atau
seleksi  khusus  untuk  mengikuti
pelatihan, namun Kecamatan Cibarusah
saat ini belum melakukan pelatihan
karena terkendala anggaran yang sedang
mengalami  efisiensi. Permasalahan
anggaran yang terbatas dinilai sebagai
salah satu faktor penghambat dalam
pemberdayaan pelaku UMKM (Nabella
& Rahmadanita, 2024; Santoso et al.,
2022, 2024; Sihombing et al., 2025).
Oleh karena itu, upaya kerja sama yang
dilakukan oleh pihak forum dan
Pemeritah Kecamatan Cibarusah dengan
CSR dan perbankan merupakan upaya
strategis yang bernilai dalam mengatasi

kendala tersebut.

. Sosialisasi

Kegiatan sosialisasi  diharapkan
dapat meningkatkan pengetahuan pelaku
UMKM agar berkembang serta memiliki
branding usaha yang kuat. Kecamatan
Cibarusah memiliki forum khusus yang
dibentuk dalam upaya melakukan
pemberdayaan sekaligus sebagai wadah
sosialisasi bagi pelaku UMKM. Berikut
merupakan data struktur organisasi dari
Forum Usaha Mikro Kecil Menengah
(UMKM).
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SUS

UNAN PENGURUS

FORUM USAHNA MIKRO KECIL DAN MENENGAI (FUMKAM)
—— KECAMATANCIBARUSAN

PEMBINA -1

1 D, Mubamad Kurnaepl, MM

PEMBDINA -2 t DIL Sukarmawan, S.'d, M.P"d

PENASEHAT t Muhamad anafl

KETUA UMUM 1 Setyowstl

SEKRETARIS-1 t Fikrd Syamaul

SEKRETARIS-2 t Danang

BENDAIARA-1 : Diyah Swantl

BENDAHARA-2 t Pujl Rabayu

KEPALA-KEPALA DIDANG 3

1. BIDANG PENGEMBANGAN DAN PEMBERDAYAAN : Suparman
1. BIDANG MEDIA INFORMASI DAN KOMUNIKAST 1 Fredy Hadlysnto
3. SUPORT MEDIA INFORMASI DAN KOMUNIKASI : N.Rachman Akbar

4. DIDANG EKONOMI KREATIF

t Neneng IHamidah

5. BIDANG HHUBUNGAN EXTERNAL DAN KEMITRAAN  : Sarikin

6. BIDANG SOSIAL

: Saprudin Ginanjar

7. BIDANG PERTANIAN, PERIKANAN dan PERKEBUNAN : Mimla Sumlatl
8. DIDANG PROMOSI DAN BAZAR 1 Selvl D. Maweru

9. DIDANG HHUMAS

1 Sumarmo

Gambar 1. Struktur Organisasi Forum
UMKM Kecamatan Cibarusah
Sumber: Data Penelitian, 2025

Merujuk pada gambar 1. SOTK

Forum UMKM serta tanggung jawab

masing-masing bagian sudah disusun
dengan baik dan jelas. Sosialisasi antar
pelaku UMKM dapat berjalan dengan
baik sesuai dengan pernyataan Ibu Ketua
Forum UMKM Kecamatan Cibarusah
yang mengatakan bahwa sosialisasi telah
terselenggara dengan cukup baik.
Kegiatan sosialisasi dilakukan baik
secara tatap muka maupun secara online
melalui  Whatsapp  Group. Media
komunikasi yang lebih sering digunakan
adalah menggunakan Whatsapp Group,
yaitu selain sebagai media sosialisasi,
juga dapat berfungsi sebagai media
penyebarluasan informasi terkait
berbagai kegiatan dari pemerintah,
sekaligus mendorong para pelaku

UMKM agar dapat berpartisipasi aktif.

Gambar 2. Dokumentasi Kegiatan Sosialisasi Terbaru
Sumber: Data Penelitian, 2025
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Penulis menyimpulkan  bahwa
sosialisasi  yang  dilakukan  oleh
Kecamatan Cibarusah melalui Forum
UMKM sudah berjalan cukup baik
walaupun hanya didominasi melalui
grup WhatsApp. Begitu pula dengan
kondisi Sumber Daya Manusia (SDM)
yang melakukan pemberdayaan juga
sudah cukup dan jelas untuk masing-
masing tanggung jawabnya. Peneliti
berpendapat bahwa kegiatan sosialisasi
dapat ditingkatkan melalui media sosial.
Forum UMKM tidak hanya
mengandalkan Whatsapp Group tetapi
juga dapat memanfaatkan teknologi
dalam kegiatan penyebarluasan
informasi terkait UMKM tersebut.
Pemanfaatan media sosial dinilai sebagai
salah satu upaya untuk mempromosikan
produk usaha (Fitriana et al., 2023;
Purwanto et al., 2025; Putri et al., 2023;
Warsiyah et al., 2023). Dengan
demikian, melalui media sosial tersebut,
Forum UMKM Cibarusah tidak hanya
menginformasikan ~ kebijakan  atau
kegiatan yang diinisiasi oleh kecamatan

tetapi juga dapat turut mempromosikan

produk wusaha yang dimiliki oleh

kelompok UMKM di kecamatan

tersebut.

2. Bina Usaha
Pelaku UMKM perlu dilakukan
pembinaan terhadap kualitas SDM nya
dengan tujuan meningkatkan usaha ke arah
yang lebih baik dan berikut ini penjabaran
dari upaya pemerintah  Kecamatan
Cibarusah dalam Bina Usaha sebagai
berikut:
a. Strategi Pemasaran
Hasil wawancara penulis dengan
Kepala Seksi Ekonomi Pembangunan
tentang peran Kecamatan Cibarusah
dalam mendukung dan memfasilitasi
pemasaran UMKM menyatakan bahwa
pihak  kecamatan secara  rutin
menyelenggarakan  kegiatan Gebyar
UMKM  setiap tahunnya dengan
mengundang sejumlah pelaku usaha
untuk mempromosikan produk
unggulannya kepada masyarakat luas di
Cibarusah. Dalam pelaksanaannya,
pihak kecamatan bekerja sama secara
langsung dengan pengurus forum
sehingga kegiatan dapat terselenggara

secara tertib dan kondusif.
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Gambar 3. Salah Satu pelaku UMKM yang mengikuti acara Gebyar
Sumber: Data Penelitian, 2025

Kemudian Ketua Forum UMKM
Kecamatan Cibarusah menambahkan
bahwa pelaku UMKM telah dibekali
pembinaan terkait digitalisasi pemasaran
produk UMKM. Di sisi lain, kegiatan
pelatihan dimaksudkan untuk
meningkatkan pengetahuan bagi pelaku
UMKM terkait berbagai hal yang
bertujuan untuk meningkatkan
pendapatannya, salah satunya melalui
pelatihan upaya pemasaran digital
(Patiro et al., 2023; Was’an &
Sariningsih, 2021). Kegiatan tersebut
berimplikasi pada meningkatnya pelaku
UMKM vyang telah memasarkan produk
secara  daring melalui  berbagai
marketplace seperti Shopee, Tokopedia,
dan Tiktok Shop. Di samping itu, para

pelaku  UMKM di Cibarusah juga
memanfaatkan media sosial sebagai
media promosi dan bermitra dengan
berbagai jasa layanan pengiriman
barang, seperti JNE dan JNT sehingga
produk usaha dapat terdistribusi secara
efektif.  Disebutkan  pula  bahwa
pemanfaatan marketplace dalam
kegiatan pemasaran produk usaha dapat
mendorong terwujudnya peningkatan
pendapatan  bagi pelaku UMKM
(Manurung & Putri, 2025; Muflikhah et
al., 2024). Bahkan menurut (Ana et al.,
2021), media online dan market place
secara relevan dapat memberikan
pengaruh bagi peningkatan pemasaran

produk UMKM.
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Gambar 4. Salah Satu Media Sosial pelaku UMKM yang selalu aktif
Sumber: Data Penelitian, 2025

Observasi yang penulis lakukan
menunjukkan bahwa program dan
fasilitas  yang  disediakan  oleh
Pemerintah Kecamatan Cibarusah dan
Forum UMKM dalam meningkatkan
strategi pemasaran bagi produk pelaku
usaha sudah sering dilakukan dan
berdampak positif terhadap
meningkatnya penjualan. Adanya upaya
pemasaran  secara  digital  dinilai
berpotensi besar dalam mendorong
peningkatan pendapatan pelaku UMKM
(Oktafianto et al., 2024). Pembinaan dan
pendampingan yang diberikan kepada
pelaku UMKM dapat berdampak positif
dalam peningkatan pendapatan usahanya
(Nuryanti & Rahmadanita, 2025). Oleh

karena itu upaya pembinaan yang telah

dilakukan  bagi  pelaku UMKM
Cibarusah telah cukup baik karena
berimplikasi pada kemudahan
masyarakat untuk memperluas produk

usahanya hingga ke media online.

. Akses Permodalan

Tidak sedikit pelaku UMKM yang
pada akhirnya menutup usahanya karena
keterbatasan modal dan oleh sebab itu
permodalan  menjadi  hal penting
sekaligus sebagai faktor pendukung
untuk meningkatkan produksi yang
dapat menentukan perkembangan usaha.
Pernyataan dari Kepala Seksi Ekonomi
Pembangunan menginformasikan bahwa
peran kecamatan terbatas, dan hanya
sebagai pihak yang menjembatani,

sedangkan pendampingan teknis telah
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disediakan oleh dinas untuk membantu
pelaku usaha mengakses berbagai
program bantuan. Lebih lanjut Ketua
Forum UMKM menyatakan bahwa
penyaluran bantuan modal biasanya
diprioritaskan bagi pelaku usaha yang
aktif di dalam forum, memiliki performa
penjualan yang baik, dan menunjukkan
kredibilitas usaha yang tinggi. Sebagai
contoh, para pelaku UMKM sebelumnya
telah memperoleh akses pembiayaan
melalui kerja sama dengan Bank BJB
melalui program Kredit Mesra.

Berdasarkan  hasil ~ wawancara
tersebut diketahui bahwa Pemerintah
Kecamatan Cibarusah belum secara
langsung untuk memberikan bantuan
modal  kepada  pelaku UMKM.
Pemerintah Kecamatan Cibarusah hanya
berperan sebagai fasilitator yang
berupaya dalam menjembatani pelaku
UMKM dengan pihak lain seperti KUR
atau BUMD serta pemerintah pusat
maupun pihak perbankan dan juga
menyediakan ~ pendampingan  agar
memudahkan pelaku UMKM
mendapatkan bantuan terkait
permodalan.
. Kemudahan Perizinan

Satu hal yang penting dimiliki oleh
pelaku usaha adalah izin usaha yang
memastikan bahwa keamanan dan
kualitas produk terjamin serta berperan

dalam menumbuhkan rasa kepercayaan

konsumen. Pemerintah yang memberi
kemudahan dalam perizinan berarti
melakukan fungsi pengaturan yang
bersifat pengendalian serta memastikan
bahwa wusaha yang dilakukan tidak
melanggar  peraturan  dan  telah
memenuhi persyaratan juga kelayakan
dalam produk usahanya. Pemerintah
Kecamatan Cibarusah membantu dalam
kemudahan proses perizinan usaha.
Pihak kecamatan menjelaskan bahwa
kehadiran  sistem  Online  Single
Submission (OSS) memberikan
kemudahan karena dapat diakses dimana
saja dan kapan saja. Namun, minimnya
pengetahuan sebagian pelaku usaha
dalam mengaplikasikan sistem tersebut
menimbulkan kebingungan. Oleh karena
itu, Kecamatan Cibarusah berperan
dalam menyediakan fasilitas dan
jaringan internet bagi pelaku UMKM
dan pelaksanaan pengurusan perizinan
dibantu oleh pengurus forum. Fasilitas
pendampingan difokuskan pada
pengurusan Nomor Induk Berusaha
(NIB) dan sertifikasi halal. Dengan
adanya kemudahan dalam perizinan
yang difasilitasi oleh  Pemerintah
Kecamatan Cibarusah melalui Forum
UMKM, diharapkan dapat mendukung
UMKM Kecamatan Cibarusah menjadi
berkelas serta terjamin keamanan dan
kualitas produk-produknya. Adanya

kejelasan  dan  kepastian  dalam
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kepemilikan NIB melalui OSS dapat
membantu  pelaku  UMKM  untuk

mengembangkan usahanya menuju arah

yang lebih baik (Asnaini et al., 2022).

3. Bina Lingkungan

Upaya yang ada dalam Bina Manusia
dan Bina Usaha tidak akan cukup jika
nantinya dalam kegiatan usaha baik pelaku
usaha maupun konsumen menyebabkan
kerusakan dan pencemaran di lingkungan
sekitar baik lingkungan fisik maupun
lingkungan sosial. Lingkungan usaha yang
kondusif dan bersaing secara sehat akan
mempercepat kemajuan dari sebuah usaha
dan sebaliknya lingkungan usaha yang

Jumlah  usaha  terbanyak  di
Kecamatan Cibarusah berdasarkan data
yang diperoleh penulis adalah di bidang
kuliner. Bapak W.M mengatakan bahwa
pemerintah  kecamatan  secara  aktif
memantau kebersihan lingkungan khususya
bagi usaha yang berpotensi menghasilkan
limbah dalam jumlah besar seperti usaha
catering. Pengelolaan sampah telah
didukung oleh keberadaan bank sampah.
Bagi jenis sampah yang tidak dapat didaur
ulang, maka dilakukan pengangkutan agar
tidak mengganggu kenyamanan masyarakat
sekitar. Berdasarkan hasil observasi penulis
disimpulkan bahwa Pemerintah Kecamatan
Cibarusah  berupaya untuk menjaga
kebersihan serta kelestarian lingkungan

sekitar melalui himbauan dan edukasi

tidak kondusif dan banyak terjadi konflik
akan menghambat kemajuan dari sebuah
usaha. Pemerintah Kecamatan Cibarusah
menghimbau kepada seluruh  pelaku
UMKM untuk bersaing secara sehat
sebagimana yang disampaikan oleh Ketua
Forum UMKM bahwa pihak pengelola
biasanya menerapkan pengaturan tata letak
tertentu saat penyelenggaraan event atau
bazar untuk menjaga keharmonisan di
antara para pelaku UMKM. Penulis
menyimpulkan bahwa peran Pemerintah
Kecamatan Cibarusah dalam menciptakan
lingkungan usaha yang kondusif dan aman
dilakukan dengan melakukan himbauan dan
tidak ada regulasi khusus yang dibentuk.

tentang pemilahan sampah organik dan
anorganik serta menjalin kerjasama dengan
Dinas Lingkungan Hidup. Upaya tersebut
menunjukkan bahwa pemerintah
kecamatan telah melibatkan masyarakat
untuk turut memelihara lingkungan agar

tetap lestari.

4. Bina Kelembagaan

Pemerintah Kecamatan Cibarusah
menyediakan Forum Usaha Mikro Kecil
Menengah (UMKM) sebagai upaya untuk
mensinergikan bina manusia, bina usaha
dan bina lingkungan dalam salah satu
fungsinya untuk melakukan pengembangan
jejaring kemitraan. Ibu S. menyatakan
bahwa pengembangan jejaring kemitraan

dilakukan dengan berbagai toko modern.
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Sejumlah produk dari pelaku UMKM dapat
dipasarkan dan masuk ke berbagai pusat

perbelanjaan modern, seperti Alfamart,

Gambar 5. Booth Produk UMKM di Aeon D

Indomaret, Transmart, Hypermart, Papaya,

dan Aeon.
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Hypermart (kanan)
Sumber: Data Penelitian, 2025

Berdasarkan hasil wawancara yang
dilakukan oleh penulis, pengembangan
jejaring kemitraan sudah dilakukan dan
banyak produk-produk UMKM terutama
jenis makanan ringan yang berhasil masuk
kedalam pasar modern. Hal tersebut
menunjukkan  bahwa adanya  Bina
Kelembagaan ini sangat membantu pelaku
UMKM  dalam

memperluas  area

kemitraannya.

PENUTUP

Kesimpulan penelitian menunjukkan
bahwa pemberdayaan UMKM oleh
pemerintah Kecamatan Cibarusah telah
terselenggara dengan cukup baik namun
masih menghadapi beberapa kendala. Pada
dimensi bina manusia terkendala anggaran
terbatas,

pelatihan  yang sehingga

diupayakan melalui optimalisasi group
Whatsapp dan pemanfaatan teknologi
digital. Pada dimensi bina usaha berfokus
pada fasilitasi pemasaran (Gebyar UMKM)
dan pengurusan legalitas. Pada dimensi
Bina lingkungan belum diatur dalam
regulasi  khusus, namun koordinasi
pengelolaan lingkungan telah terselenggara
melalui bank sampah. Dimensi bina
kelembagaan menunjukkan keberhasilan
nyata dengan masuknya sejumlah produk
UMKM Cibarusah ke pasar modern.
Penelitian in1 memiliki keterbatasan karena
hanya berfokus pada sudut pandang dan
peran pemerintah sebagai fasilitator
tunggal, tanpa memperdalam analisis dari

perspektif kepuasan pelaku UMKM sebagai
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penerima manfaat dari kegiatan

pemberdayaan.

Merujuk pada kesimpulan tersebut,
penulis merekomendasikan beberapa hal
diantaranya: 1) Pemerintah Kecamatan
Cibarusah perlu memiliki strategi alternatif
untuk  mengadakan  pelatihan  tanpa
sepenuhnya bergantung pada APBN atau
APBD misalnya dengan melakukan
kerjasama dengan lembaga pelatihan,
perguruan tinggi, CSR perusahaan, atau
perbankan; 2) Pemerintah Kecamatan
Cibarusah mengadakan pelatthan dan
bimbingan  teknis  (Bimtek) terkait
penggunaan sistem OSS; 3) Pemerintah
Kecamatan Cibarusah dapat merumuskan
regulasi sederhana terkait ketertiban

lingkungan usaha yang kondusif.
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